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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana 
desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana 
desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengelolaan dana desa setelah 
diterbitkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalamai 
berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang 
diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak 
pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin 
melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik 
itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam 
mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus 
terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa 
sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan 
meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan 
dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha 
untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, 
meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas 
pendamping desa.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Pengelolaan Dana Desa

Abstract
This study is aimed at investigating the potential of corruption in the village fund 
management and preventive efforts on corruption in the village fund management. This 
research is a normative juridical approach with a legislative approach and a conceptual 
approach. The village fund management, after the issuance of Law Number 6 of 2014 
concerning village, has experienced several problems such as the occurrence of criminal 
act of corruption which is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the prevention 
of criminal act of corruption. Thus, the village government is expected to be able to do 
various preventive efforts toward the criminal act of corruption that can be done through 
policy making, fund allocation and policy making mechanism. The prevention on the 
corruption should be continuously done started from the lower level which is the village 
government. Thus, the law-conscious village society will be created and it can help in 
improving the better governance order. Findings reveal that the preventive efforts on 
the criminal act of corruption can be done by trying to recognize various modes of the 
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criminal act of corruption in villages, improving the capacity building of the village apparatus, 
and reinforcing the capacity of the village assistance.

Keywords: The prevention of Corruption, Village Fund Management

PENDAHULUAN
Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti 

menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan 
kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya 
diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. 
Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di 
dalam tubuh organisasi, misalnya, penggelapan uang atau di luar organisasi, misalnya, 
pemerasan. Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi 
korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Korupsi ada yang dilakukan secara freelance artinya pejabat secara sendiri-sendiri 
atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta 
suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara sistematis. Menurut Luis 
Moreno Ocampo bahwa korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali 
ini disebut hypercorruption. Sedangkan Herbert Werlin menyebutnya sebagai secondary 
corruption, yang dibandingkannya dengan kecanduan minuman keras. 

Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi 
berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah 
(desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena 
mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga -lembaga 
pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang 
yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian 
rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan 
insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politi akan 
mengalami kemandegan. 1

Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus 
dilakukan. Mulai dari tingkat ekskutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus 
diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase 
perjuangannya dalam menaklukan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 
KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan 
korupsi mempunyai signifikasi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. 
Disamping itu, sanksi dan efek jera bagi pelaku korupsi terus di up to date. Hal ini 
sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien. 

Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistik berada di pusat, masyarakat 
menantikan KPK daerah dapat terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat 
lebih maksimal. Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk 
membangun sinergitas yang seimbang dan berimbang dalam penanganan kasus korupsi. 
Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daearah sudah berjalan cukup 
baik. Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi 
dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga 
dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
menerima pelayanan. Terutama dalam penanganan tehadap tindak pidana korupsi 
sumber daya alam. 

1 Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm 14-15
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Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak 
kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan 
sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa 
memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor 
disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, 
infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. 

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah 
desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera 
dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah 
desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta 
melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan 
ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud. 

Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah 
desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. 
Potensi- potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan 
melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali 
potensi yang belum tergali secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara 
baik. Banyak kendala yang melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya 
manusia desa dan infstruktur yang tidak mendukung. 

Dikucurkannya dana desa sejumlah 1 Miliyar – 1,4 Miliyar memberikan angin segar 
bagi desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya 
menjadi desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi mengingat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlangsung. Ekonomi desa menjadi 
harapan pemerintah untuk menjadi hilir dari pembangunan ekonomi pusat. 

Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa 
melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya 
alam desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam 
pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan 
Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan 
dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Pencegahan terhadap tindak 
pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling 
rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan 
pemerintahan yang baik dapat terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan good 
government berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Membangun negeri 
desa untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. 2

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. 
Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana 
ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah:
Pasal	 2
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. 
Pasal 3	

2 Hayat, Mar’atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : 
Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agus-
tus 2016. Hlm 74-75
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Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 

Pada Pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur 
penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/
orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara 

Setiap orang adalah perseorangan termasuk koorporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-
undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat berkenaan dengan 
jabatan atau pegawai negeri. 3

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan 
yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang 
ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan 
Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, 
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 4

PEMBAHASAN

Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undangan- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan 
bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekeuasaan pengeloaan Keuangan Desa. Berarti 
disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala 
Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur 
pemerintahanya untuk menunjang pekerjaanya dalam pemerintahan Desa sebagai 
Kepala Desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengeloaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang 
dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan Kepala Desa wajib untuk : 

3 Ridwan, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal 
Ilmu Hukum Np. 64, Th. XVI (Desember, 2014). Hlm 386-387

4 Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 
Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal 
Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Hlm. 30
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1.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 
anggaran kepada Bupati atau Walikota;  

2.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan 
kepada Bupati atau Walikota;  

3.	Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan  

4.	Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 5

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya 
Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan 
bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa 
maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa 
(Subsidiaritas) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana 
desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2015 
jumlah dana desa Rp 20,76 Trilliun, tahun 2016 Rp 46,98 Trilliun dan tahun 2017 Rp 
60 Trilliun untuk jumlah desa 74.954, dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola. 

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa 
modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu : 
1.	Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan 

berdasarkan kesepakatan yang lain; 
2.	Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaaan bangunan fisik dana desa padahal 

bersumber dari sumber lain; 
3.	Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi 

kemudian tidak dikembalikan; 
4.	Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
5.	Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6.	 Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa; 
7.	Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8.	Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan. 
9.	Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan 

secara pribadi. 6

ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan 
ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. 
Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus 
pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 
dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. 

5 Kristendo Sumolang, Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang 
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. VI/
No. 1/Jan-Feb/2017. Hlm 33

6 Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan No-
mor ; 05/Pid/2011/PT.Mks) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017. Hlm 39-40
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Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran 
desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut 
terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. 
Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh 
aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana 
Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. 

Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang 
terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, 
dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 
2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa 
dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa. 

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus 
Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap 
‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang 
menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan 
Bupati dan seorang Jaksa. 

Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian 
dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 
2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian 
melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat 
korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana 
APBN untuk 77 desa. 7

7 Edi Suwiknyo, Tahun Pilkada & Pemilu : ICW Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Diper-
ketat,https://finansial.bisnis.com/read/20180205/9/734703/tahun-pilkada-pemilu-icw-minta-penga-
wasan penggunaan-dana-desa-diperketat. Diakses pada tanggl 20 September 2018.
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Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, di antaranya praktik 
penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif 
dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran 
sebanyak 14 kasus. 

Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, 
Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan 
Dana Desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. 
Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 
2017. 8

Dari aspek penegakan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah 
menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh 
jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus 
dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 

Berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, di antaranya karena 
minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran 
desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya 
politik pemilihan kepala desa. 

Potensi anggaran yang dikelola desa menjadi ladang baru semakin besar di tahun 
2018, mengingat 2018 merupakan tahun politik dimana Pilkada serentak akan dilakukan 
di 171 daerah serta persiapan Pemilu serentak 2019 juga akan dimulai. Problematika 
pemenangan pemilu berbiaya tinggi yang nyaris terjadi setiap periode pemilu membuat 
2018 tidak hanya menjadi tahun panas politik tetapi juga tahun rawan korupsi politik. 

Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan 
untuk pemenangan pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan 
Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan 
tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana 
desa di sejumlah daerah pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan 
untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal pilkada, yaitu Desember 2015. 

Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya 
adalah untuk mendapat dukungan kepala desa atau untuk mempolitisasi penggunaan 
dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilu, kepala desa dinilai sebagai 
jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa 
umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang 
berpengaruh serta dipercaya. Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat 
mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana publik untuk 
kepentingan pemenangan pemilu. 

Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam pilkada yang potensial memolitisasi 
pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial 
melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar 
Pilkada 2018 mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran 
Rp 18,7 Triliun. Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah 

8 Kurniawan Bernhard, Kades Aktor Korupsi Dana Desa, https://www.suarapemredkalbar.com/in-
dex.php/berita/kubu-raya/2018/04/02/kades-aktor-korupsi-dana-desa, diakses pada tanggal 20 Septem-
ber 2018.
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aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak 
hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai 
peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang 
mempunyai afiliasi dengannya. 

No. Jabatan Jumlah
1 Gubernur 6

2 Wakil Gubernur 9

3 Bupati 89

4 Wakil Bupati 57

5 Penjabat Bupati 1

6 Kepala Desa 4

Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana 
desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 
50/PMK.07/2017. Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang 
sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen bulan maret dan 40 persen bulan 
agustus, menjadi tiga termin, dimana rinciannya yaitu; 
1.	Termin pertama 20 persen paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Juni.
2.	Termin kedua 40 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 

bulan Juni.
3.	Termin ketiga 40 persen paling cepat bulan Juli.
4.	Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah dana desa 

diterima RKUD.
Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penggunaan dana desa yang belum 

optimal untuk mengentaskan kemiskinan warga desa. Oleh karena itulah perubahan 
ini diorientasikan pada proyek pada karya sehingga proses pencairan yang dimajukan 
menjadi bulan Januari sepertinya diharapkan agar dana bisa terserap dan dimanfaatkan 
warga desa. 

Pada konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini memang bisa 
mereduksi dana desa yang mungkin dimanfaatkan sebagai komoditas politik terutama 
petahana. Namun terdapat peluang yang membuat dana desa tetap potensial dipolitisasi, 
diantaranya: 
1.	Kepala daerah yang maju pilkada hanya cuti, bukan mengundurkan diri. Secara tidak 

langsung, kepala daerah tersebut tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya 
dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu. Dalam konteks 
dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (bapermades) 
yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak 
memilihnya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sebagaimana diketahui, 
pencairan atau distribusi empat dari tujuh sumber keuangan desa di bawah atau 
setidaknya melibatkan wewenang kepala daerah (yang umumnya maju kembali menjadi 
calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Empat sumber keuangan yang 
dimaksud, yaitu: 
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a.	 Alokasi APBN;
b.	 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; 
c.	 Alokasi Dana Desa (ADD) hasil dana perimbangan daerah; dan 
d.	Bantuan keuangan dari APBD. 

2.	Panjangnya batas akhir distribusi atau pencairan dana desa. Misal, termin pertama yang 
paling cepat dilakukan pada Januari 2018 dapat dicairkan paling lambat pada minggu 
ke tiga Bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan melakukan penahanan 
apabila kepala desa menolak berafiliasi. 

3.	Adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat pemilu dengan kepala desa 
atau perangkat desa.

4.	Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa. 9

Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

a.	Mengenali modus modus korupsinya
Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena 

masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat 
penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat 
sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, masih banyak 
perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling 
banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana 
desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak 
sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah 
desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola 
yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salahsatu penyebab suburnya 
korupsi dana desa.

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian 
mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil 
penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar 
penelitiannya. Modus itu antara lain:
1.	Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika 

pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, 
pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan 
cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

2.	Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal 
proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas 
memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea 
relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa 
melakukan pengawasan atasnya.

3.	Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. 
Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar 
biaya S2. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus 
seperti ini sehingga sulit di antisipasi.

9 Indonesia Coruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran 
Desa di Tahun Politik. 2018. Hlm. 1-5



439 Kajian Hukum dan Keadilan IUS

P-ISSN: 2303-3827, E-ISSN: 2477-815X

4.	Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. 
Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk 
melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.

5.	Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan 
untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.

6.	Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini 
lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan 
kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang 
haram itu.

7.	Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik 
tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

8.	Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas 
desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan 
dari sektor pajak ini.

9.	Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. 
Lagi-lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga 
seringkali terjadi pembiaran.

10.Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat 
desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

11.Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa 
ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan 
menggunakan jasa kontraktor dari luar.

12.Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.
Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga 

desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif 
monitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah 
penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan 
yang terbuka. 10

b. Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa)

1.	Strata Pendidikan
Dalam hal strata pendidikan sudah bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan 

yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang persyaratan untuk 
menjadi kepala desa dan perangkat desa. Untuk menjadi kepala desa hanya cukup 
dengan berijazah SMP dan untuk menjadi perangkat desa harus berijazah SMA. Hal ini 
tentunya sudah berbanding terbalik karena di mana yang mempunyai strata pendidikan 
lebih tinggi maka dialah yang memimpin, dikhawatirkan ini akan berdampak kepada 
manejemen kepemimpinan karena tidak akan bisa dipungkiri para perangkat desa yang 
mempunyai strata pendidikan di atas akan mempunyai sikap pandang enteng kepada 
kepala desa karena pendidikan yang di bawah. Sekarang ini juga seorang kepala desa 
tidak cukup hanya bermodalkan ketokohan saja karena seorang kepala desa juga harus 
mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dalam hal pengelolaan dana desa yang sifatnya 
bisa menjebak seorang kepala desa untuk terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi.

10  Aryadji. Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. http://www.berdesa.com/12-modus-ko-
rupsi-dana-desa-versi-icw/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.
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2.	Diklat
Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda 

pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa-desa dituntut mampu mengelola anggaran 
pemerintah yang nilainya cukup besar mencapai Rp1 milyar lebih setiap tahunnya.

Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis 
(Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan 
bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan 
kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi 
perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan 
wawasan bagi perangkat desa.

Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan 
merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan 
di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan 
latar belakang pendidikan yang bervariatif. Sehingga memang perlu adanya pelatihan 
atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai 
tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terus meningkat. 11 

c.	 Penguatan Kapasitas Pendamping Desa
Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara :

1.	Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap 
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

2.	Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 
pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

3.	Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan 
Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

4.	Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5.	Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; 
6.	Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan 
7.	Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan 

pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.12

d.	Mengurangi Campur Tangan Dari Pemerintah Daerah.
Kepala desa selaku penanggung jawab yang ada di desa mengemban tugas yang 

cukup berat dalam hal mensejahterahkan masyarakat desanya. Ini tentunya tidak lepas 
dari peran pemerintah daerah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika 
pemerintah daerah dalam hal ini bupati pada saat mengadakan kunjungan kerja ke desa 
yang demi kepentingan politiknya tidak jarang menyuruh kepala desa untuk membuat 
berbagai macam kegiatan yang tidak terprogram. Ini yang akan kemudian menjadi 

11 Riza M. Irfansyah. Tingkatkan Kapasitas Perangkat Desa Lewat Pelatihan Dan Bimtek. http://fokus-
jabar.com/2016/06/16/tingkatkan-kapasitas-perangkat-desa-lewat-pelatihan-dan-bimtek/ diakses pada 
tanggal 20 September 2018.

12 Kristendo Sumolang, Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang 
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. VI/
No. 1/Jan-Feb/2017. Hlm 36
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permasalahan ke depan karena kebanyakan kepala desa tidak akan mampu untuk 
menolak perintah seorang kepala daerah yang notabenya adalah penguasa di daerah 
tersebut. Yang harusnya dilakukan oleh kepala desa adalah menolak permintaan tersebut 
karena selain kegiatan kegiatan itu bernuansa politik yang akan menguntungkan pribadi 
dari seorang kepala daerah dan juga tidak terprogram dari awal.

SIMPULAN
Potensi-potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat berdampak kepada 

pemerintahan desa misalnya dalam hal pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan yang ada, kepala desa yang mempertanggung jawabkan pembiayaan 
bangunan dana desa padahal sumber pendanaannya berasal dari sumber lain, meminjam 
sementara dana desa dengan memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang 
kemudian tidak dikembalikan, pemotongan dana desa oleh oknum, membuat perjalanan 
dinas fiktif, mark up pembayaran honorarium perangkat desa, pembayaran ATK yang 
tidak sesuai dengan real cost, memungut pajak yang hasilnya tidak dimasukan ke kantor 
pajak, melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan 
untuk kepentingan pribadi. Dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi 
dalam pengelolaan dana desa yaitu mengenali modus modus korupsinya, Peningkatan 
Capacity Building (Perangkat Desa), dan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa.
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